
LAMPIRAN)OЛ I

PERATIJRAN BUPATITANAH BUMBU
NOMOR   TAHUN 2014
TENTANG
KEBI」AKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

AKUNTAXSI PEUBIAYAAI|

PEITDAHT'LUAI|

Tujuan

l. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur

perlakuan akuntansi pembiayaan. dalam rangka memenuhi tujuan

akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan,

pengukuran dan pengungkapan pembiayaan.

Ruang Liagkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun

dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas. oleh entitas

pelaporan.

4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD,

tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFIITISI

5. Pembiayaan lfinancingl adalah seluruh transaksi keuangan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. baik penerimaan maupun pengeluaran,

yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang

akanditerima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau

memanfaatkan surplus anggaran.

6. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah

antara lain sisa tebih perhitungan anggaran tahun lalu. transfer dari dana
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cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan obligasi, hasil penjualan aset

daerah yang dipisahkan, serta penjualan investasi permanen lainnya.

7. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan

daerah antara lain pembayaran utang pokok, pengisian dana cadangan,

pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal (investasi)

oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan da-lam kebijakan

dengan pengertian:

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenalkan pencatatan

secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas

akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankana pencatatan

pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan

pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh

Bendaharawan umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan

pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu'

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Rekenins Kas Umum Daerah adalah rekening tempat kepala daerah untuk

menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran

daerah pada bank Yang ditetapkan.

Surplus/Defrsit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja

selama satu periode PelaPoran'

XLITSIFIXASI PEUBIAYAAIT

g. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat

pertanggungiawaban, terdiri atas :

1a/ Penerimaan PembiaYaan Daerah

[b/ Pengeluaran Pembiayaan Daerah

10. Penerimaan Pembiayaan adalah

Umum Daerah antara lain berasal dari

semua penerimaan Rekening Kas

penerimaan pinjaman, Penjualan
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obligasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, hasil privatisasi perusahaan

daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain,

penjualan investasi perrn€rnen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

11. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran

Rekening Kas Umum Daerah arrtara lain pemberian pinjaman kepada entitas

lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, pembayaran

kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan

pembentukan dana cadangan.

PEI{GAK'AJ|

12. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening

Kas Umum Daerah kecuali untuk penggunaan SiLPA.

13. Penggunaan SiLPA diakui pada saat realisasi anggaran mengalami

defisit pada akhir periode akuntansi.

14. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening

Kas Umum Daerah.

PENGUKURAIT

15. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

16. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan a"as

bruto.

AXII!['TAI| SI PEUBIAYAAIT I{BIIO

17. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan

setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran

tertentu. selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan

Neto.

1g. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/ kurang

antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
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Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama

satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

PERL/U('AIT AXI'ITTAI|SI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

19. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang

diniatkan akan dipungut/ ditarik kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan

kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dafla bergulir. Rencana

pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di

ApBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran

investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan

juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka

panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak

dimasukkan sebagai Belanja Bantuan sosial karena Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan

menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran

danatersebutmengakibatkantimbulnyainvestasijangkapanjangyang
bersifat non pernanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka

Panjang.

2O. Bantuan yang disajikan kepada kelompok masyarakat dengan

maksud agar kehidupan kelompok masyarakat tersebut lebih baik tidak

dimaksudkan untuk diminta kembali lagi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu, maka rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat

tersebut dianggarkan di APBD sebagai belanja bantuan sosial. Demikian juga

realisasi pembayaran dana tersebut kepada kelompok masyarakat tersebut

dibukukan dan disajikan sebagai Belanja Bantualr Sosial'

TRAITSAI(SI DALI\U ilATA UANG ASIITG

2l.Transaksidalammatauangasingharusdibukukandalammata
uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut

kurs tengah bank sentral pada transaksi'
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PENGI'!TGXAPAX

22. Hil-hral yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan

antara lain:

(a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah

tanggal berakhirnya tahun anggaran.

(b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian

pinjaman, pembentukan/ pencairan dana cadangan, penjualan aset

daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu.

(c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang

didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 20O6 sebagaimana telah

diubah terakhir oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011, dengan yang

didasarkan pada PP Nomor 7l Tahun 2O10 (Lampiran II) tentang

Standar Akuntansi Pemerintah.

(d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BUPATI TANAH BUMBU,

ING
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LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

AJ(I'IT'TAIISI XEWA"'IBAI|

PEIYDAIIT'LUAIT

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan

akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat,

amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Ruang Lingtup
2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas akuntansi

dan entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan

umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan'

penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan'

3. Kebijakan Akuntansi ini mengatur:

(a) Akuntansi Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu termasuk

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan

dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri'

(b) Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing'

(c)Perlakuanakuntansiuntuktransaksiyangtimbuldarirestrukturisasi
pinjaman.

(d) Perlakuan . akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu .

Huruf (b), (c), dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus

dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut'

4. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:

(a) Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjensi'

(b) Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai'
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(c) Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari

transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing

seperti pada paragraf 3 (b).

Huruf (a) dan (b) diatur dalam pernyataan standar tersendiri.

DEFIltlSI
5.Berikutadalahistilah-istilahyangdigunakandalamKebijakan

Akuntansi dengan Pengertian:

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur

utang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu '

Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar

siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya'

Biava Piniaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh

pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sehubungan dengan peminjaman dana'

Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur'

DiskontoadalahjumlahselisihkurangantaranilaikinikewajibanQlresent
ualuel dengan nilai jatuh tempo kewajiban (matuitg ualuel karena tingkat

bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif'

Entitaspelaporanadalahunitpemerintahanyangterdiridarisatuataulebih
entitas akuntansi yang menurlrt ketentuan peraturan perundang-undangan

wajib menyampaikan laporan pertanggungrawaban berupa laporan keuangan'

Kewaiiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu'

Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur'

Kewaiibandiestimasiadalahkewajibanyangwaktudanjumlahnyabelum
pasti.

Kewaiiban kontiniensi adalah:

(a) kewajiban potensial yarrg timbul dari peristiwa masa lalu dan

keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya
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suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya

berada dalam kendali suatu entitas; atau

(b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui

karena:

(1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas

mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis

untuk menyelesaikan kewaj ibannya; atau

(2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal'

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang'

Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan

jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada

lembar surat utang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu' Aliran ekonomi

setelahnya,sepertitransaksipembayaran'Perubahanpenilaiandikarenakan
perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai

pasar,diperhitungkandenganmenyesuaikannilaitercatatkewajibantersebut'
adalah nilai buku kewajiban, Yang

dihitungdarinilainominalsetelahdikurangiatauditambahdiskontoatau
premium yang belum diamortisasi'

Oblisasi Negara adalah Surat Utang Negara yang

12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/ atau

secara diskonto.
merupakan utang

PemerintahKabupatenTanahBumbukepadapihaklainyangdisebabkan
kedudukan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pemotong pajak

atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh)' Pajak Pertambahan

Nilai (PPN), iuran BPJS, Taspen, dan Taperum'

PremiumadalahjumlahselisihlebihantaranilaikinikewajibanQlresentualue\

dengan nilai jatuh tempo kewaj lban (matuitg ualuel karena tingkat bunga

nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif'

berjangka waktu lebih dari

dengan pembayaran bunga
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Restrukturisasi Utane adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk

memodilikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan

jumlah utang, dalam bentuk:

(a) pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan

dengan utang baru; atau

(b) penjadwalan ulang atau modilikasi persyaratan utang yaitu mengubah

persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan ulang

dapat berbentuk:

(1) Perubahan jadwal PembaYaran,

(2) Penambahan masa tenggang, atau

(3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang

jatuh temPo dan/ atau tertunggak'

Sekuritas utans pemerintah adalah surat berharga berupa surat pengakuan

utang oleh pemerintah yang dapat diperjual belikan dan mempunyai nilai

jatuhtempoataunilaipelunasanpadasaatditerbitkan'misalnyaSuratUtang

Negara (SUN).

Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka

waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara

diskonto.

Surat Utane Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan

utang dalam mata u.ulg rupiah maupun valuta asing yang dijamin

pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia'

sesuai dengan masa berlakunYa'

T\rnegakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidak marnpuan

entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal'

T'UIIM

6.KarakteristikutamakewajibanadalahbahwaPemerintahKabupaten

Tanah Bumbu mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam

penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa

yang akan datang.
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7. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas

atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam kontek

pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber

pembiayaan pinjamal dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas

pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang

bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban

tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak'

alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan

pemberi jasa lainnYa.

8. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai

konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-

undangan.

KIIISIFII(ASI XEWA,JIBAN

9. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang

mencakupjumlah-jumlahyangdiharapkanakandiselesaikandalamwaktu12
(dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan.

1O. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan

bermanfaatuntukmenilailikuiditasdansolvabilitassuatuentitaspelaporan.
Informasi tentang tanggat penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak

ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban

diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang'

1 1. Suatu kewajiban diklasifrkasikan sebagai kewajiban jangka pendek

jikadiharapkandibayardalamwaktu12(duabelas)bulansetelahtanggal
pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifrkasikan sebagai kewajiban

jangka panjang.

12. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang

sama seperti aset lancar' Beberapa kewajiban jangka pendek' seperti utang

transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang

akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya'
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13. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh

tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya

bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan

Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

14. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifrkasikan kewajiban jangka

panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akar-l diselesaikan

dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

(a) jangl<a waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

dan

(b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinancel kewajiban tersebut

atas dasar jangka Panjang; dan

(c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan

kembali(refrnancing),atauadanyapenjadwalankembaliterhadap
pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui'

15. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka

pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang

mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

16. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun

berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (refinoncirql at'au

digulirkan lrotl ouer) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan

tidak akan segera menyerap dana entitas' Kewajiban yang demikian

dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka

panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang' Namun dalam

situasidimanakebijakanpendanaankembalitidakberadapadaentitas
(seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali)'

pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan

kewajiban ini diklasifrkasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian

atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan

membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah

jangka panjang.

xV‖ 1-6



17. Beberapa pe{anjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu

(couenant\ yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban
jangka pendek Qtagable on demandl jika persyaratan tertentu yang terkait
dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian,
kewajiban dapat diklasilikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya
jika:

(a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan
sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan

(b) terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

PEITGAI('AIT XEWA"'IBAN

18. Pelaporan keuangan untuk tu;urn umum harus menyajikan
kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber
daya ekonomi akan dilakukan atau telah d akukan untuk menyelesaikan
kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut
mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

19' Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi)
sangat penting dalam pengakuan kewajiban. suatu peristiwa adarah terladinya
suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa
mungkin dapat berupa suatu kejadian dalam suatu entitas seperti perubahan
bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternar
yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya sepertitralsaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurial, perusakan,
kerusakan karena ketidaksengajaan.

20' suatu transalsi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai.Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran atau tanpapertukaran' pembedaan antara transaksi dengan pertukaran atau tanpapertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.
21. Kewajiban diakui pada saat darra pinjaman diterima dan/atau pada

saat kewajiban timbul.
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22. Kewajiban dapat timbul dari:

(a) Transaksi dengan pertukaran (exchnnge transactionsl;

(b) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum
yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum dibayar lunas sampai
dengan saat tanggal pelaporan;

(c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (gouernment-related. euents);

dan

(d) Kejadian yang diakui pemerintah (gouernment-acknortred"ged. euents).

23. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing
pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai
sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji
untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran,
kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti
janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

24' satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memberikan jasa sebagei penukar/ganti
dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai
lainnya' Suatu transaksi pertukaran timbur karena kedua belah pihat<
(pemberi kerja dan penerima keq'a) menerima dan mengorbankan suatu n,ai.
Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah
diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa
periode be{alan.

25. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam
suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau
menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya
atau janji' Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui
atas jumlah terutang yang belum dibayar pada taaggal pelaporan.

26. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khususkepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pelaporan.
Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan ataumemberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah Kabupaten
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Tanah Bumbu, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan

hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

2T.Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan
adanya interaksi antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan
lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu. secara umum suatu kewajiban diakui, dalam
hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari
transaksi dengan pertukaran.

28. Pada saat pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tidak sengaja
menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut
menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum
ya,,g berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah
pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. contoh kejadian ini adalah
kerusakan ta} sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

29' Kejadian yang diakui pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah
kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi n€unun kejadian
tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu karena pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memutuskan
untuk merespon kejadian tersebut. pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik.
Untuk itu' pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sering diasumsikan
bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur
dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari
berbagai kejadian, yang disebabkan oreh entitas non pemerintah dan bencana
alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten TanahBumbu' Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi
kewajiban sampai pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara formal
mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah Kabupaten Tanah
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Bumbu atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah

terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaral.

3O. Dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu seharusnya

mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada paragaraf 29 ketika
keduanya memenuhi dua kriteria berikut:
a) Badan Legislatif (DPRD) telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya

yang akan digunakan,

b) Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan
perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada
tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

31. contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian
yang diakui Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Suatu kerusakan akibat
bencana alam di suatu Kabupaten dan DpRD Kabupaten Tanah Bumbu
mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian
ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi
daerah tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi
sumbangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ke masing-masing individu
dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu, diakui sebagai tra,saksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.
Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan
jasa yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diakui saat
barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa
pertukaran, suatu kewajibaa harus diakui sebesar jumlah terutang yang
belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meriputi jumlah
tagihan ke Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk membayar manfaat,
barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada
pada tanggal pelaporan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
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PEITGUKURAI{ XTWA"'IBAN

32. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang

asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata

uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

33. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada saat pertama kali transaksi
berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan nilai
dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain
perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat
kewajiban tersebut.

34. Penggunaan nilai nominal dalam men ai kewajiban mengikuti
karakteristik dari masing-masing pos. paragraf berikut meng,raikan
penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan
keuangan.

Utang kepada pihak Kettga (Accout payablef

35' Pada saat pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menerima hal< atas
barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya,
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu harus mengakui kewajiban atas jumlah
yang belum dibayarkan untuk barang tersebut berdasarkan surat
peq'anjian/ kontrak.

36. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan
spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu, jumlah yang dicatat harus berdasarkan rearisasi fisik
kemajuan pekeg'aan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

37. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unitpemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non
pemerintahan.

Utang Bunga lAccrtted Intercstl
38' Utang Bunga atas utang pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu harus

dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga
dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar
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negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu baik

dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu yang belum dibayar harus diakui pada setiap alhir
periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

39. Pengukuran dan penyajian, utang bunga di atas juga berlaku untuk
sekuritas pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu dalam bentuk dan substansi yang sama dengan Surat Utang Negara
(suN).

Utang Perhitunger Pihat Kettga (ppKf
4O. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa pFK

yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan
keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

4l ' Jumlah pungutan/potongan pFK yang dilakukan pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang
sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. pada akhir periode pelaporan
biasanya masih terdapat sardo pungutan/potongan yang berum disetorkan
kepada pihak lain. Jumrah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat
pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
Bagian Lancar Utang Janeta panJang

42. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian
lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

43. Termasuk dalam kategori Bagian [,ancar Utang Jangka panjang
adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus
dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Kerajiban L,ancar Laianya lOtlter Currz:nt Liailttiesl

44' Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak
termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya
tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan
disusun. Pengukuran untuk masing_masing item disesuaikan dengan
karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji
kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan

XV‖ 1-12



atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah

penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada pihak lain.

Utang Pemerhtah Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak Diperjualbelikan

&n yang Diperjualbe[Aan

45. Penilaian utang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu disesuaikan

dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:

(a) Utang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak diperjualbelikan

(Non-traded Debtl

(b) Utang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang diperjualbelikan (Traded

Debl

Utang Pemerirtah Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak Diperjualbelikan

lNon-traded Debtf

46. Nilai nominal atas utang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang

tidak diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada

pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam

kontrak pe{anjian dan belum diselesaikan dalam tanggal pelaporan.

47. Contoh dari utang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak

dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga

keuangan international seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk

hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk pedanjian pinjaman (loan

agreementl.

48. Untuk utang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan tarif

bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran Qtayment

scledule) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan

dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian

utang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggunakan prinsip yang sama

dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar

berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan

yang ada.
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Utang Peneriatah Kabupaten Tanah Bumbu yaag DtperJudbelikan {?raded

Debtl

49. Akuntansi untuk utang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam

bentuk yang dapat dipe{ualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah

sisa kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada suatu waktu

tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini

membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan,

dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke

pemegangnya dan pada periode di antaranya untuk menggambarkan secara

wajar kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

5O. Utang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat

diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah

lgouentm.ent debt secuitiesl yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai

utang pada saat jatuh tempo.

5l . Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari

(original facc ualuel dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang

belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yarrg dijual sebesar nilai pari

(face) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (face).

Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama

periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan

harga premium nilainya akan berkurang.

52. Sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang

mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Obligasi

Daerah, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat

jatuh tempo (fae ualuel bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi

awal, instrumen pinjaman Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat

diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian

selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang

ada.

53. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode

garis lurus.
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Perubahan Valuta Asiag

54. Utang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mata uang asing

dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya

transaksi.

55. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs

spot (spot rate). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal

transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral

selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada

periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan

kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.

56. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang

asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs

tengah bank sentral pada tanggal neraca.

57. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing

antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau

penurunan ekuitas periode be{alan.

58. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata

uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang

berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.

59. Apabila suatu transaksi datam mata uang asing timbul dan

diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut

diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu

transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka

selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan

memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

PEIITELESAIAJT XEWA^IIBAIT SEBELI'U JATIIH TEUFO

6O. Untuk sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang

diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (call

featurel dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk

penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga
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perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan

atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

61. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat

(carrying ualuel rnaka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap

sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah

kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.

62. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat

(carryirLg ualuel maka selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang

terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam l,aporan Operasional

pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan

pada Catatan atas Laporan Keuangan.

TI'I{GGAIGN

63. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu harus disajikan dalam bentuk DaJtar Umur (aging schedule) Kreditur

pada Catatan atas l,aporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan

kewajiban.

64. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh

tempo namun Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tidak mampu untuk

membayar jumlah pokok dan/ atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis

utang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mungkin mempunyai saat jatuh

tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur

diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

65. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan

dari informasi terkait dalam lembar muka (face) laporan keuangan. Namun

informasi tunggakan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menjadi salah satu

informasi yang menarik perhatian pembaca laporal keuangan sebagai bahan

analisis kebijakan dan solvabilitas entitas.

66. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan

di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.
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RESTRUKTURISASI UTAI{G

67. Dalam restrukturisasi utang melalui modihkasi persyaratan utang,

debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat

restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang

pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah

pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru.

Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan di dalam Catatan atas

Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang

terkait.

68. Restrukturisasi utang dapat berupa:

(a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan

dengan utang baru; atau

(b) Penjadwalan ulang atau modifrkasi persyaratan utang yaitu mengubah

persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang
dapat berbentuk:

(1) Perubahan jadwal pembayaran,

(2) Penambahan masa tenggang, atau
(3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang

jatuh tempo dan/atau tertunggak.

69. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga
efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode

antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga
efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan
nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan
dalam persyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat.
Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal
pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh
tempo.

7O. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru
harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Tl.Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan
dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun
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untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus

mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah

pembayaraa kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam

persyaratan baru. Hat tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas

l,aporan Keuangan sebagai bagran pengungkapan dari pos kewajiban yang

berkaitan.

72. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai

akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa

depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan

maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang'

73. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat

merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu' Sebagai

contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika

kondisikeuangannyamembaiksampaitingkattertentudalamperiode
tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-

prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam

pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan

yang seringkali harus diestimasi'

PenghaPusan Utang

74. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh

kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya' jumlah utang

debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya'

75. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke

kreditur melalui penyerahan aset kas maupun non kas dengan nilai utang di

bawah nilai tercatatnYa '

76. Jlka penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah

nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas maka ketentuan pada paragraf 68

berlaku.

77. Jrkapenyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah

nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur

harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya

dan kemudian menerapkan paragraf 68' serta mengungkapkan pada Catatan
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atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset non kas

yang berhubungan.

78. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus

mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi

kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

(a)Nilaitercatatutangyangdiselesaikanfumlahnominaldikurangiatau
ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan

atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan

(b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur'

79. Penilaian kembali aset pada paragraf 77 akar' menghasilkan

perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur

untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada

Catatan atas LaPoran Keuangan'

BIAYA.BIAYAYAI|GBERIII,BI,IIGAJTDEI|GANUTAIIGPE}IERINTAH
DAERAH

80. Biaya-biay a yangberhubungan dengan utang Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam

kaitan dengan peminjaman dana' Biaya-biaya yang dimaksud meliputi:

a) Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman' baik pinjaman jangka

pendek maupun pinjaman jangka panjang;

b) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman'

c) Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya

konsultan, ahli hukum, commitment-fee' dan sebagainya'

d) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal

tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga'

8l.Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan

perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifging a'ssetl harus

dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut'

82. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan

aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap

aset tertentu tersebut' Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat
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diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya

pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 8O.

83. Da,lam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifrkasikan adanya

hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset

tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada

apabila perolehan aset tertentu tidak teiadi. Misalnya, apabila terjadi

sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/ proyek Pemerintah Daerah.

Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis

sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda' Dalam hal ini'

sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung

diatribusikan'sehinggadiperlukanpertimbanganprofesionalQrofessional
judgementl untuk menentukan hal tersebut'

84. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus

digr-rnakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus

dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata

tertimbang Qaeighted aueragel atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu

yang berkaitan selama periode pelaporan'

PEITYA.'IAN DAN PENGI'I{GI(APAN

85. Utang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu harus diungkapkan

secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi

yang lebih baik kepada pemakainya'

86. Untuk meningkatkan kegunaan analisis' informasi-informasi yang

harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

(a) Jumlah saldo kewajiban jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan

pemberi Pinjaman;

(b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan

jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya;

(c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga

yang berlaku;

Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
０

０
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( 1) Pengurangan pinjaman;

(2) Modifikasi persyaratan utang;

(3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

(4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;

(5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

(6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan'

(g) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur

utang berdasarkan kreditur.

(h) Biaya pinjaman:

(1) Perlakuan biaYa Pinjaman;

(2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang

bersangkutan; dan

(3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan'

BUPATI TANAH BUMBU,
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LAMPIRAN)GX
PERATURAN BUPATITANAH BUMBU
NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
KEBI」AKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

KOREKSI XESALIIHAX, PERI'BNIAI| XEBIJAXAI| AKT'ITTAITSI'

PERT'BAIIAITESTITASIAI('I|TAIfSI'DANOPERASIYAI{GTII'AI(
DILI\NJ[,TI(AN

PEITDAIIT'LUAIT

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan

akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan,

perubahankebijakanakuntansi,perubahanestimasiakuntansi'danoperasi

yang tidak dilanjutkan.

Ru.ng LtngkuP

2. Daf,am menyusun dan menyajikan laporan keuangan entitas

akuntansi dan entitas pelaporan harus menerapkan kebijakan akuntansi ini

untukmelaporkanpengaruhkesalahan,perubahankebijakanakuntansi'
perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih'

Neraca, Laporan Operasional, t'aporan Perubahan Ekuitas' laporan Arus Kas'

dan Catatan atas Laporan Keuangan'

3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam

men5rusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas

akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu'

DEFIITISI

4. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan

akuntansi dengan Pengertial:
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Kebiiakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,

aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai

dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode

berialan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang

tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang

seharusnya.

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi

tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program,

atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa

mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang

mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru,

pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain'

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka

laporan keuangan.

KOREKSI XESAL/IIIAJT

5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau

beberapaperiodeSebelumnyamungkinbaruditemukanpadaperiodeberjalan.

Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti

transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik'

kesalahan penerapan Standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi

fakta, kecurangan atau kelalaian.

6. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh

signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga

laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi'

7. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi' jumlah koreksiyang

berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan

menyesuaikanbaikSaldoAnggaranl,ebihmaupunsaldoekuitas.Koreksiyang
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berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada

catatan atas laporan keuangan.

8. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalarl: 2

(dua[enis:

a. Kesalahan tidak berulang;

b. Kesalahan berulang dan sistemik.

9. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkal

tidakakan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang yang tedadi pada periode berjalan;

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya'

l0.Kesalahanberulangdansistemikadalahkesalahanyangdisebabkan

sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan

akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib

pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau

tambahan pembayaran dari wajib pajak'

11. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui'

12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi padaperiode

berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak' dilakukan

dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan'

baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja' maupun akun

pendaPatan-LO atau akun beban'

13. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi padaperiode-

periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas' apabila laporan keuangan

periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun

yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja'

maupun akun pendapatan-LO atau akun beban'

14.Koreksikesalahanataspengeluaranbelanja(sehinggamengakibatkan

penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya dan menambah posisi kas' apabila laporan keuangan

periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun

pendapatan lainlain-LRA' Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas

dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran trbih'

xlX-3



15. Contoh koreksi kesalahan belanja:

(a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu

karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo

kas dan pendapatan lain-lain-LRA.

(b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset,

yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan

kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan

menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA'

(c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun

lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo

Anggaran kbih dan mengurangi saldo kas.

(d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset'

yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan

mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas'

16. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang

yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun

mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset

bersangkutan.

17. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

(a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu

pengadaan aset tetap yang di-mark-updan setelah dilakukan pemeriksaan

kelebihannilaiasettersebutharusdikembalikan'dikoreksidengan
menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap'

(b) yarrg mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu

pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan' dikoreksi dengan

menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas'

18. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang' sehingga

mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara

material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut

sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-
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lain-LO. Dalam hal mengakibatlan penambahan beban dilakukan dengan

pembetulan pada akun ekuitas.

19. Contoh koreksi kesalahan beban:

(a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu

karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo

kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

(b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun

lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun treban

lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas'

2O. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah

maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut

sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun

Saldo Anggaran l,ebih.

21. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA:

(a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan

negara yang belum masuk ke kas Negara dikoreksi dengan menambah

akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran kbih'

(b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi

umumkarenakelebihantransferolehPemerintahPusat,dikoreksioleh:

(1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo

Anggaran kbih dan mengurangi saldo kas

(2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah

Saldo Anggaran kbih'
22. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah

maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut

sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun

ekuitas.
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23. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

(a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan

negara yang belum masuk ke kas negErra dikoreksi dengan menambah

akun kas dan menambah akun ekuitas.

(b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi

umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:

(1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas

dan mengurangi saldo kas.

(2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah

Ekuitas.

24. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporal keuangan periode

tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan

akun Saldo Anggaran trbih.

25. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Pusat menerima setoran

kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A'

dikoreksi oleh Pemerintah pusat dengan menambah saldo kas dan

menambah akun Saldo Anggaran kbih'

yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan' yaitu

pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok

pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun

Saldo Anggaran kbih dan mengurangi saldo kas'

26.Contohkoreksikesalahanterkaitpengeluaranpembiayaan:

(a) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran

utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran

angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun

Saldo Anggaran Lebih.

(b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran

utang tahun lalu yang belum dicatat' dikoreksi dengan mengurangi saldo

kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih'

(a)

(b)
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27. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban

yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun

mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun

kewajiban bersangkutan.

28. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

(a) ya.rg menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena

dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban

dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban

terkait.

(b) ya.rg mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran

kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan

menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas'

29.Laporankeuangandianggapsudahditerbitkanapabilasudah
ditetapkan dengan peraturan daerah.

30. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13'14'15'16

dan 20 di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas

yang bersangkutan dalam periode dilalukannya koreksi kesalahan'

31. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,18, dart

22 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban enLitas yang

bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan'

32. Koreksi kesalahan tidak berulang yang te{adi pada periode-periode

sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas' baik sebelum maupun

setelahlaporankeuanganperiodetersebutditerbitkan,pembetulandilakukan
pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan'

33. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana

disebutkan pada paragraf 32 diatas adalah pengeluaran untuk pembelian

peralatandanmesin(kelompokasettetap)dilaporkansebagaijalan'irigasi'
dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan

mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan

danmesin.PadaLaporanRealisasiAnggarantidakperludilakukankoreksi'
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34. Kesa-lahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada

paragraf diatas tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi

pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan

mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

35. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang

lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan

pada aktivitas yang bersangkutan.

36. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan

Keuangan.

PERUBAIIAX XEBIJAI(AIT AI('IfTATSI

37.Para pengguna l,aporan Keuangan perlu membandingkan laporan

keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk

mengetahuikecenderunganarah(frend)posisikeuangan,kinerja'danarus
kas. oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan

secara konsisten pada setiap periode'

38. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan' atau pengukuran

akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria

kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan

akuntansi.

39. Suatu Perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila

penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan

perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku' atau

apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi

mengenai posisi keuangan, kine{a keuangan' atau arus kas yang lebih relevan

dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas'

4O. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai

berikut:

(a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang

secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadial sebelumnya; dan

(b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi

yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material'
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41. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu

perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus

sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-

persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

42. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan

Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PERI'BAIIAI| ESTIUASI AKT'NTAITSI

43. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi

akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan

penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah'

44. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada

Laporan Operasional pada periode perubahan dal1 periode selanjutnya sesuai

sifat perubahal. sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap

berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama

masa manfaat aset tetap tersebut.

45. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan

datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan' Apabila tidak

memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh

perubahan itu.

OPERASI YA.I5G TIDAI( DILIIITJUTKAI{

46.ApabilasuatumisiatautupoksiSuatuentitaspemerintahdihapuskan

oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program' proyek' atau kantor

terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan'

47. Informasi penting dalam operasi yang tida-k dilanjutkan-misalnya

hakikat operasi, kegiatan, program' proyek yang dihentikan' tanggal efektif

penghenlian, cara penghentian, pendapatan dan bebantahun berjalan sampai

tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak

pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila

ada harus diungkapkan pada Catatan ataslaporan Keuangan'
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48. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen

yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun

beq'umlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang

dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

49. Pendapatan dan beban operasi yatg dihentikan pada suatu tahun

berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olahoperasi itu

berjalan sampai akhir tahun l,aporan Keuangan. Pada umumnya entitas

membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau

sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

50. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara

evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan

publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.

Fungsi tersebut tetap ada.

Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya

be{alan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah

lain.

Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya,

menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

BUPATI TANAII BUMBU,

d.
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LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATITANAH BUMBU
NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
KEBI」AKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

L/I.PORA.!T KEUAIfGA.IT KOIfSOLIDASIAIT

Tujuan

l. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur pen),usunan

laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka
menyajikan laporan keuangan untuk tqluan umum (general purpose financial
statementsl demi meningkatkan kua-litas dan kelengkapan laporan keuangan
dimaksud. Dalam kebijakan akuntansi ini, yang dimaksud dengan laporan
keuangan untuk tujuan umum adatah laporan keuangan untuk memenuhi
kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga
legislatif sebasaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

RUAI{G LINGKT'P

2. Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan
secara terkonsolidasi menurut kebijakan akuntansi ini agar mencerminkan
satu kesatuan entitas.

3. Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas
akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum.

4. Pernyataan Standar ini tidak mensatur:
(a) Laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah;
(b) Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi:
(c) Akuntansi untuk investasi daram usaha patungan (jointuenture); d.an
(d) l,aporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
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DEFIltlSI

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan

akuntansi dengan pengertian:

Badan Lavanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah bumbu yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang

dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Entitas akuntansi adalah SKPD dan BUD oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan men5rusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban berupa laporan keuangan.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun_akun yarrg
diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan
lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan
mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu
entitas pelaporan konsolidasian.

l,aporan keuansan konsolidasian adarah suatu laporan keuanga, yang
merupalan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau
entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

PEIYYA.,IAIT LA,P'oRAJT I(EUAITGAITKoITSoLIDASIAN

6. l,aporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan catatanatas Laporan Keuangan.

7- Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan
yang s€rma dengan periode pelaporan keuangan entitas peraporan dan berisi
jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
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8. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan laporan

keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada

DPRD.

9. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-
akun timbal balik (reciprocal occrrunts). Namun demikian, apabila eliminasi
dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

10. Contoh akun timbal ballk (reciprocal acauntsl antara lain sisa uang
persediaan yang belum dipertanggungiawabkan oleh bendahara pengeluaran
sampai dengan akhir periode akuntansi.

EIfTITAS AI('IYTAITSI

ll. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan
laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/ barang yang dikelolanya
yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

12. Setiap SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu
yang menerima anggar€rn belanja atau mengelola barang adalah enLitas
akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik
menyiapkan laporan keuangan menurut standar Akuntansi pemerintahan.
l,aporan keuangan tersebut disampaikan secara interen dan berjenjang
kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan
oleh entitas pelaporan.

PROSEDT'R KOITSOLIDASI

13. Konsolidasi yang dimaksud oleh pernyataan Standar ini
dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang
diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau
yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi
lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

14. Entitas pelaporan menJmsun laporan
menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas
organisatoris berada di bawahnya.

keuangan dengan

akuntansi yang secara
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PENGT'NGKAPAJT

15. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-

nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-

masing.

16. Apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Dalam hal
konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik sebagaimana
disebut pada paragraf 9, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran
saldo akun timba,l balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum
dilaksanakannya eliminasi.

BUPATI TANAH BUMBU,
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